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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah 

masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangan 

terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan 

jumlah kerugian uang negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi 

yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek 

kehidupan masyarakat.
1
 

       Harus kita sadari meningkatnya tidak pidana korupsi yang tidak 

terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan 

perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan 

bernegara pada umumnya. Perbuatan tindak pidana korupsi termasuk 

dalam salah satu extra ordinary crimes (kejahatan luar biasa) yang 

membutuhkan penanganan khusus oleh suatu badan atau lembaga 

independen yang khusus berwenang mengurusi masalah penanganan 

tindak pidana korupsi tanpa ada intervensi dari pihak manapun. 

       Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

                                                           
1
 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika,2010), vii. 
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2 

 

Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan 

melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan bahkan sampai pada tahap penahanan.
2
  

         Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya kinerja kepolisian serta 

kejaksaan dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, khususnya 

yang menyangkut kasus korupsi kelas atas. Pembentukan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mampu membantu 

meningkatkan kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas 

tindak pidana korupsi di Indonesia. 

       Menurut pasal 4, pasal 6, dan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan harus dilakukan oleh aparat hukum yang di bawah 

naungan kepolisian dan kejaksaan.
3
 Namun, di dalam Undang-undang 

Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga di dalam pasal 11 huruf 

a undang-undang yang isinya bahwa melibatkan aparat penegak hukum, 

penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak 

                                                           
2
 Ibid., Viii. 

3
 M. Karjadi, dan R, Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acra Pidana (Bogor: Politeia, 1997), 

3-4. 
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3 

 

pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 

penyelenggara negara.
4
  

       Dengan demikian, maka perlu dilakukan analisis tentang kewenangan 

dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi dari mulai 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang telah tertuang di dalam Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena 

telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menjalankan tugas 

pemberantasan tindak pidana korupsi.  Dengan latar belakang inilah 

penulis akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan fikih siyasah 

atau hukum tata negara Islam. 

       Adapun pengertian fikih siyasah adalah pengelolaan masalah umum 

bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan 

dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan 

syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai 

dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.
5
 Sebagai ilmu 

ketatanegaraan dalam Islam, fikih siyasah antara lain membicarakan 

tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar 

dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan 

                                                           
4
 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

5
 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1997), 25. 
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yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 

mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
6
 

       Di dalam peradilan Islam banyak sekali lembaga-lembaga yang 

bergerak di dalamnya, termasuk lembaga al-Maza>lim yang menjadi 

lembaga peradilan yag mengadili para pejabat negara yang bermasalah, 

baik pejabat itu sendiri atau keluarganya. Wila>yah al-maza>lim adalah 

salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan 

peradilan yang mengurusi penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi 

antara rakyat dan negara. Selain itu, ia juga menangani kasus-kasus 

penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, hartawan, 

atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.
7
 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

       Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengetahui 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Tumpang tindih kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. 

 

                                                           
6
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2001), 4. 
7
 Abdulloh Faqor, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan Wakil 

Presiden yang Berbuat Tindak Pidana Berat Menurut Fiqh Dusturiyah”, (Skripsi—UIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2012), 22.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 

2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 

penanganan masalah korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). 

3. Kewenangan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menurut fikih siyasah. 

       Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan 

dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis 

membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 

penanganan masalah korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). 

2. Kewenangan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menurut fikih siyasah. 

 

C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ? 
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2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap kewenangan 

kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ? 

 

D. Kajian Pustaka 

       Sejauh yang penulis ketahui, skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum 

belum ada yang membahas “Analisis Fikih Siyasah terhadap Kewenangan 

KPK dalam Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan di 

dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi”. Akan tetapi yang ada adalah “Studi Komparatif 

antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Tindak 

pidana Korupsi melalui Gratifikasi”.  Skripsi tersebut ditulis oleh Ahmad 

Zakariyah. Hasil dari penelitian tersebut ialah menerangkan bahwa 

pengkomparasian tindak pidana korupsi melalui gratifikasi ditinjau dari 

sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. 

Terdapat perbedaan pandangan dari kedua sudut pandang yang digunakan 

terhadap penetapan tersangka bagi pelaku gratifikasi yakni dari hukum 

pidana Islam baik perbuatan gratifikasi itu dilaporkan maupun tidak, 

pemberi atau penerima gratifikasi tetap dianggap sebagai tersangka 

tindak pidana. Tetapi dalam hukum positif jika tindak pidana gratifikasi 

dilaporkan maka penerima gratifikasi tidak dapat menjadi tersangka. Di 
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dalam hukum pidana Islam terdapat jenis hukuman sanksi moral, sosial 

dan sanksi akhirat di mana sanksi jenis ini tidak ditemukan dalam hukum 

pidana positif di Indonesia.
8
 

       Sementara pada penelitian yang akan penulis teliti ini lebih 

mengutamakan pada kewenangan lembaga khusus Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dalam melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan dalam penanganan masalah korupsi di Indonesia menurut 

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

 

E.  Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 

dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut 

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan 

Korupsi.  

2. Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap kewenangan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan masalah 

korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

                                                           
8
 Ahmad Zakariyah, “Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif 

tentang Hukum Tindak Pidana Korupsi melalui Gratifikasi” (Skripsi—UIN Sunan 

Ampel,Surabaya,2015), 76. 
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F.   Kegunaan Hasil Penelitian 

       Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian ini akan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis: 

a. Memperkaya khasanah ilmu Hukum Tata Negara Islam modern 

guna membangun argumentasi ilmiah bagi penelitian normatif 

dalam bentuk putusan atau keputusan hukum atau perundang-

undangan dengan konsekuensi ilmiah. Apabila ada 

ketidaksesuaian sebuah aturan hukum dengan praktiknya, 

khususnya terkait Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi fokus penelitian ini, 

sehingga dapat disempurnakan. 

b. Diharapkan bermanfaat bagi upaya terciptanya keadilan dan 

kemaslahatan bagi rakyat serta penegasan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

2. Secara Praktis: 

a. Memberikan pedoman argumentasi hukum yang diperlukan agar 

diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan 

profesionalitas penegakan hukum,  demi terciptanya iklim yang 

adil dan kondusif. 

b. Digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian dan kajian 

berikutnya tentang kewenangan suatu lembaga negara dalam 
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menangani suatu lembaga negara dalam menangani suatu bidang 

khusus di Indonesia.   

 

 

G. Definisi Operasional 

       Definisi operasional ini memberikan batasan-batasan tentang 

pengertian atas variabel-variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Fikih siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara 

bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan 

terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan 

syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai 

dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.
9
 Sebagai ilmu 

ketatanegaraan dalam Islam, fikih siyasah antara lain membicarakan 

tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar 

dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan 

yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 

mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
10

 Cabang dari fikih siyasah 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah fikih dusturiyah. 

2. Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan 

                                                           
9
 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran..., 25. 

10
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi ..., 4. 
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tanggung jawab kepada orang lain.
11

 Kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu badan khusus 

yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, 

termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
12

 

Kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 

 

H. Metode Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif analitis.  

1. Data yang Dikumpulkan 

a. Data mengenai konsep penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

di Indonesia. 

                                                           
11

 Damang, “Pengertian Kewenangan”, dalam www.negarahukum.com/hukum/pengertian-

kewengan.html, diakses pada 29 Maret 2016. 
12

 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69. 

http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewengan.html
http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewengan.html
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b. Data mengenai tugas dan fungsi serta wewenang Aparat Penegak 

Hukum (APH) di Indonesia. 

c. Data mengenai tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). 

d. Data mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

e. Data mengenai konsep Fikih Siyasah terkait kewenangan KPK 

dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Primer merupakan sumber dari data yang akan ditulis pada 

bab III yaitu data-data mengenai kewenangan KPK dalam 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi dan data-data mengenai penyelidkan, 

penyidikan, dan penuntutan menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana serta data mengenai konsep Fikih Siyasah 

terkait kewenangan KPK tersebut. 

b. Sumber Sekunder merupakan data-data yang bersifat membantu 

atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta 

memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, diantaranya 

adalah: 

1) Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 

 

2) Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 

3) Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin 

Politik Islam 

4) Ahmad Zakariyah, “Studi Komparatif antara Hukum Pidana 

Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Hukum Tindak 

Pidana Korupsi melalui Gratifikasi”  

5) H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. 

6) Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Bertolak dari sumber data yang dikumpulkan, maka teknik 

pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara membaca, menelaah dan menganalisa sumber-sumber 

data yang berasal dari a. Undang-undang, b. Buku, c. Jurnal, d. Koran 

online, berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan 

kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif. 

4. Teknik Pengolahan Data 

       Bertolak dari sumber data yang telah dikumpulkan, maka langkah 

selanjutnya yaitu pengolahan data yang meliputi pengidentifikasian 

data, pengklasifikasian data dan analisis data. 

5. Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis. 

Melalui pendekatan tersebut dilakukan pengkajian terhadap aturan 

hukum yang menjadi fokus dan berhubungan dengan topik 
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permasalahan, yaitu kewenangan KPK dalam melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dalam hal analisis diarahkan kepada tepat atau tidaknya kewenangan 

KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi dengan melihat kembali pembagian tugas, 

fungsi dan wewenang dari Aparat Penegak Hukum (APH) lain yang 

ada di Indonesia. 

       Adapun pola pikir yang digunakan dalam mengolah data yang 

telah dikumpulkan adalah dengan cara deduktif, yakni menarik 

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 

permasalahan konkret yang bersifat khusus. Artinya, mengemukakan 

teori yang bersifat umum, yaitu teori wila>yah al-maza>lim kemudian 

ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang kewenangan 

KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

 

I.   Sistematika Pembahasan 

       Dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, 

maka penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 

 

bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang 

akan diteliti. 

       Bab I sebagai pendahuluan berupa uraian latar belakang masalah yang 

berkaitan dengan urgensi penelitian, dilanjutkan dengan identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode yang digunakan 

dalam penelitian dan sistematika pembahasan. 

       Bab II membahas landasan teori tentang konsep wila>yah al-maza>lim 

yang meliputi: pengertian wila>yah al-maza>lim, dasar hukum wila>yah al-

maza>lim, sejarah wi>layah al-maza>lim dan tugas dan fungsi wila>yah al-

maza>lim. 

       Bab III berisi data tentang kewenangan KPK dalam melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini 

meliputi pengertian kewenangan KPK, dasar hukum kewenangan KPK, 

dan mekanisme pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

oleh KPK dalam penanganan kasus korupsi menurut Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

        Bab IV merupakan pembahasan yang paling inti dalam skripsi ini, 

yaitu analisis terkait kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi dan analisis Fikih Siyasah terhadap 

kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
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menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

      Bab V  adalah sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran. 


